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PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58/PERMEN-KP/2018
TENTANG

REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN SELAIN SEBAGAI BAHAN

BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37
ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam dan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan
Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan
Penolong Industri, serta Pasal 88 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu mengatur
mengenai Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan
Selain Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong
Industri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

74/PERMEN-KP/2016 tentang Pengendalian Mutu dan
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Mengingat

1.

Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam
Wilayah Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai

Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 181);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan
Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan
Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 6188);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2017 Nomor 220)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 617);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN
SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG
INDUSTRI.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah,
dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar,
ikan beku, dan olahan lainnya.

Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan adalah
keterangan tertulis yang diberikan kepada importir yang
akan melakukan pemasukan Hasil Perikanan selain
sebagai bahan baku dan bahan penolong industri ke
dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasar Modern adalah pasar yang berbentuk mall,
hypermarket, supermarket, department store, yang
pengelolaannya dilaksanakan secara modern,
mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja
dengan manajemen berada pada satu tangan, dilengkapi
dengan label harga yang pasti.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS
adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha
melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pelaku Usaha adalah pelaku usaha nonperseorangan
yang melakukan pemasukan Hasil Perikanan selain
sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh
lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan
pendaftaran.

Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perikanan.
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Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
Direktorat Jenderal adalah  Direktorat Jenderal

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.

persyaratan dan tempat pemasukan Hasil Perikanan
selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri;
tata cara penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil
Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan
penolong industri; dan

pengawasan, pelaporan, dan evaluasi.

BAB II

PERSYARATAN, JENIS, VOLUME, WAKTU, DAN TEMPAT

PEMASUKAN HASIL PERIKANAN SELAIN SEBAGAI BAHAN

BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan

bahan penolong industri harus memenuhi persyaratan:

a.
b.

(1)

kesehatan ikan, mutu, dan keamanan Hasil Perikanan;
diberikan label dan/atau disertai dokumen
(invoice/ packing list) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

tidak berasal dari kegiatan perikanan yang melanggar
hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (lllegal,
Unreported, and Unregulated Fishing).

Pasal 4
Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku
dan bahan penolong industri digunakan untuk:

a. pemindangan,;
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